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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta guna
menunjang operasional Dinas Perdagangan dan
Perindustrian dalam melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian di
bidang pengelolaan pasar, telah ditetapkan  Peraturan
Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar
Kelas A pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian;

bahwa dengan telah terbangunnya Pasar Sawangan Kota
Depok, diperlukan pengelola pasar yang akan melaksanakan
pengelolaan, pengoperasian, dan pelayanan teknis pada Pasar
Sawangan, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;



Mengingat

—_

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 52
Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kelas A pada Dinas
Perdagangan dan Perindustrian;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 970, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6371) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I1
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PASAR KELAS A PADA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52
Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kelas A pada Dinas Perdagangan
dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018
Nomor 52) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasar Kelas A pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
sebanyak 5 (lima) UPTD, yaitu:
a. UPTD Pasar Tugu;
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b. UPTD Pasar Cisalak;

c. UPTD Pasar Agung, yang meliputi Pasar agung dan Pasar
Musi;

d. UPTD Pasar Kemiri Muka, yang meliputi Pasar Kemiri
Muka dan Pasar Sawangan;

e. UPTD Pasar Sukatani.

Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin,
mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan
UPTD dalam  melaksanakan  sebagian  urusan
pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian di
bidang pengelolaan pasar serta tugas pembantuan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan UPTD mengacu kepada
rencana strategis dinas;
b. pelaksanaan teknis pengelolaan pasar;
c. pelaksanaan kebijakan Teknis Daerah pengelolaan
pasar;
d. pemeliharaan pasar;
e. pengelolaan dan pengoperasian pasar;
f. pelaksanaan pemungutan retribusi penyediaan
fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai bidang tugasnya.

Pasal II
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat
yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan
tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan

Peraturan Wali Kota ini.



2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Juni 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS
Diundangkan di Depok

pada tanggal 22 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 34

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

T,

SERRETARIT DAERAH KOTA DEPOK.




